e. mekanisme sosialisasi dan penguatan kapasitas di lingkungan
birokrasi negara dan lembaga-lembaga penegak hukum.

f. petunjuk teknis untuk memastikan pelaksanaan yang tepat guna
dan peka jender oleh aparat pemerintahan di tingkat nasional
hingga daerah

g. alokasi anggaran negara secara berkelanjutan untuk pelaksanaan
dan monitoring-evaluasi

h. sistem pendataan nasional yang akurat dan relevan bagi perbaikan

sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan kedepan.
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